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KEPUTUSAN KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK
Nomor :0s0/co4s/Kpts-dlhk/2022

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK
TAHUN 2022 - 2026
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan (DLHK) Kota Depok;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Il Cilegon
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dari Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kine a, Pelaporan Kine a Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9)

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan.

. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021 - 2026

Keputusan Wali Kota Depok Nomor 060 / 504 / Kpts / ORB / Huk /

2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Depok
Tahun 2022 - 2026



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan
ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing- masing
unit kerja di lingkungan DLHK Kota Depok untuk menetapkan rencana

kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun

dokumen penetapan kerja, menyusun laporan akuntabilitas serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana

Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap
pencapaian kinerja di lakukan oleh setiap unit kerja dan disampaikan
kepada Kepala DLHK evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Depok.
Keputusan ini berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan akan diadakan

perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di

dalamnya.

Ditetapkan di ~ Depok
Pada Tanggal 2 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

’LHj.ETY SURYAHATISE. M.Si
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 196312171989032006




Lampiran

Nomor : 050 /oo Kpks ~dlhi /2022
Tanggl : % Januari 2022
Perihal : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Depok Tahun 2022 - 2026

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan
hidup dan kehutanan.
3. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan:
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya




._

Meningkatnya
Air

Kualitas

Indikator Kinerja Utama :

Indeks Kualitas Air (IKA)

Formulasi Perhitungan: Perhitungan
IKA mengunakan metode indeks
pencemaran pada baku mutu kelas III

dengan rumus:

e JcC./L.,):.

+ (C/Lya
2

e Tipe Perhitungan : Kumulatif

e Sumber Data : Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Penaatan
Lingkungan dan UPTD Laboratorium

Meningkatnya
Udara

Kualitas

Indeks Kualitas Udara
(IKU)

e Formulasi Perhitungan :
IKU = 100 - [50/0.9 x (leu — 0.1)]
® Tipe Perhitungan : Kumulatif

e Sumber Data : Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Penaatan
Lingkungan

Meningkatnya
Tutupan Lahan

Kualitas

Indeks Kualitas Tutupan
Lahan (IKTL)

¢ Formulasi Perhitungan :
IKTL=((100-((100-(ITHx100))45/70)

e Tipe Perhitungan : Kumulatif

Sumber Data : Bidang Tata
Lingkungan dan Konservasi, dan
UPTD Tahura

Cakupan
Persampahan

Layanan

Presentase Jumlah
Sampah Tertangani

e Formulasi Perhitungan :
% Jumlah sampah Yang
Tertangani=(Jumlah sampah
tertangani (ton) /total Jumlah
timbulan sampah Kab/Kota) x 100%

e Tipe Perhitungan : Kumulatif

e Sumber Data : Bidang
Kebersihan dan Kemitraan,
UPTD TPA

Peresentase jumlah
sampah yang terkurangi
melalui 3R

* Formulasi Perhitungan :

% Pengurangan Sampah = Sampah
yang terkurangi melalui 3 R adalah
jumlah sampah yang dikelola melalui
aktifitas 3R seperti bank sampah,
pusat daur ulang, pengomposan, dan
lain-lain dan tidak diangkut ke TPA
atau dibuang ke lingkungan

* Tipe Perhitungan : Kumulatif
e Sumber Data : Bidang
Kebersihan dan Kemitraan,

UPTD TPA
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Meningkatkan
Kapasitas

dan

Pengendalian Internal

Perdikat sakip DLHK

e Perhitungan non kumulatif

® Sumber Data : Sekretariat, semua
Bidang dan semua UPTD




